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BAB III 

 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi 

Kalimantan Barat tidak sesuai secara formil dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena perjanjian bagi hasil 

tanaman karet masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat 

berbentuk lisan yang tidak membutuhkan saksi berlangsung secara turun-

temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet secara materil perjanjiannya 

tidak membuat posisi penggarap dirugikan justru diuntungkan dengan hak dan 

kewajiban para pihak seperti kewajiban pemilik tanah menyediakan alat kerja 

untuk penggarap jadi penggarap hanya tinggal bekerja saja serta kebutuhan 

pokok seperti makan siang, kopi/teh dan rokok bila penggarap merokok 

disediakan oleh pemilik tanah. Pembagian hasilnya sendiri menguntungkan 

untuk penggarap yaitu keseluruhan hasil panen di bagi 40% untuk pemilik 

tanah dan 60% untuk penggarap. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi membuat Peraturan 

Daerah mengenai perjanjian bagi hasil tanaman karet karena masih 

banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem perjanjian bagi hasil 

dengan menggunakan hukum adat atau kebiasaan setempat. Selain itu 

pemerintah Daerah Kabupaten Melawi juga harus menentukan dengan 

jelas mengenai imbangan bagi hasil agar masyarakat yang melaksanakan 

tidak dirugikan dalam melakukan pembagian hasil. 

2. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemilik tanah dan penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil tanaman 

karet dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sehingga akan 

diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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